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Cegah Konflk Horsontal

Komil VI Akan Kebut RUU Masyarakat Hukum Adat

SENAYAN memberikan per-
hatian yang serius (cthadap
Rancangan Undang-Undang
(RUL) tentang Masyarakat
Hukum Adat (MHA). Aturan
tersehut cihiarapkan bisa mence-
ga teryadinya konflik di tengah
masyarakal.

Ketua Komisi VIDPR Anggia
Ermarini mengatakan, RUU
MHA sudah divsulkan sejak
(afran 2019, namun belum ju-
gd disahkan hingga sekarang,
Diharapkan, beleid itu bisa
segera ibahas dan disahkan
(alam waktu dekat

"RUU in akam menjad prio-
rlis herja kami Karena sudah 16
(ahun mengendap, " ujar Anggia
(alam Diskusi Publik Frakst
PKBDPR dengantema Urgensi
Pengesahan RUU Masyarakat
Hukum Adat sebagat Mandal

Konstitusi, Kamis (25/9/2025);
Dalam konstitus, lanjutnya,
keberadaan masyarakat adat
dijamin sebagaf waro negara
Indonesia (WNT). Namun karena
Ketidakjelasan hukum, masyara-
Kl adat sering Kali tidak er
lindung. Ketika ada persoalin
hakum, masyarakat hukum adel
selalu Galam posist lemah,
“Selama ini, banyak terjadi
persoalan hukum atau konflik
terkail masyarakal adal, Khu-
susnya konflik agrara," ungkap
Sekretars Fraksi PKE DPR ini
Diketahui, berdasarkan da-
ta Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA) pada 2024,
tercalat sebanyak 217 kasus
Konfhk agram selama setabum,
dengan luas area kontik men-
capai 630 hektare, Sebagian
besar konflik ini melibatkan

masyargkat hukum adal yang
mesmperjuanghan hak ulayatnya
alas Sumber daya alam.

Akibat konflk itu, sering er-
i kriminalsast. "Banyak (etug
alal dan masyarakal yang men-
Jadikorban kriminalisas, Karcna
mermperlahankan Lanah lefubur
mereka,  unghap Anggia

Menurt data Alianst Ma-
syarakat Nusantara (AMAN)
pada 2024 terdapat 121 Kasus
(Qugaan kriminalisasi msyara-
Kat adat, Sedangkan pada 2025
hingoa Maret falu, kasus dugaan
Kriminalisast masyarakat adat
mencapal 113 kasts. Sehingpa
(i sinilah urgenst pengesahan
RUU MHA.

Menurutnya, RUUMHA akan
menjadi payung hukum un-
(uk mempermudah prosedur
pengakuan keberadaan dan

hak-hak masyarakal hukum
adat. Kemudian memastikan
perlindungan hak atas tanah
ulayal, wikiyah adat, dan sunber
aya alam, serta memastikan
masyaraka adat mennilki suera
dan hak menentukan dalam
pembangunan yang (crjadi di
tilayahmya.

“Keami mengajak semug ele-
men bangsa termasuk Peme-
rintah Daerah (Pernda) maupun
clemen masyarakal sipil juga
pengaat media untuk bersams-
SAT merdukung proses penge-
sahan RUU ini,"gjak Anggia

Wakil Ketua Badan Legislast
(Baleg) DPR Ahmad lman Sulet
menambabikan, RUUMHA ik
akanmenganggu klim investas
Beleid itu akan disusun dengn
bk, schingga bisa melindungf

masyarakal dan idak merugikan

pira nvestor

Iman mengatakan, selama
ini RUU MHA menimbulkan
pro- dan ontra, sehingga san
pai scharang belum dibahas
(an disakan. Behlkan, muncul
kelakutan berlebihan bahwa
aturan tu nan akan bisa meng-
hambat investast karena akan
mengatur soal tanah. "Tentu
Kami akan berupaya agar RUU
ilu bisa diterima semua pihak
(am (i merugikan investasi,
janji Imn,

Baleg DPR akan menerapkan
formula yang moderat dalam
menyusun aturan il sehingga
tidak menyulitkan Pemeriniah,
memberikan perlindungan bag
masyarakal hukum adat, dan
menjadikan para mvestor merasa
amn menanamkan investasinya
(i Indonesia. wre
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